Kebijakan pemerintah dalam penetapan Ramadhan dan 1 Sawal di Indonesia (Analisis keputusan Menteri Agama RI No. 99 tahun 2012 by Nasution, Nurgita Primadona
 
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 
RAMADHAN DAN 1 SYAWAL DI INDONESIA (ANALISIS 
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 99 TAHUN 2012) 
 
Skripsi 
Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana 
Hukum 
 
Oleh: 
NURGITA PRIMADONA NASUTION 
23143022 
Program Studi 
Siyasah 
 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
 SUMATRA UTARA 
MEDAN 
2019/1440 H 
 
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 
RAMADHAN DAN 1 SYAWAL DI INDONESIA (ANALISIS 
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 99 TAHUN 2012) 
 
 
Oleh: 
NURGITA PRIMADONA NASUTION 
NIM. 23143022 
 
 
 
 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
 SUMATRA UTARA 
MEDAN 
2019/1440 H
 
 
i 
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH  DALAM PENETAPAN 1 (SATU) 
RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL DI INDONESIA (ANALISIS 
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 99 TAHUN 2012) 
 
Oleh: 
NURGITA PRIMADONA NASUTION 
NIM. 23143022 
 
Menyetujui 
 
    PEMBIMBING I                        PEMBIMBING II 
 
 
 Dr. H. Ansari, MA   Adlin Budhiawan, SH, M.Hum  
NIP. 19660624 199403 1 001  NIP. 19820510 200901 1 014 
 
        Mengetahui, 
        Ketua Jurusan Siyasah 
 
 
        Fatimah, S.Ag, MA 
       NIP. 19710320 199703 2 001 
 
 
 
ii 
 
PENGESAHAN 
 Skripsi: Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 
(Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama) telah di 
munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Sumatra Utara, pada tanggal 
 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 
(SH) dalam ilmu Syariah pada Jurusan 
                    Medan, 
          Panitia Sidang Munaqosyah 
          Skripsi Fakultas Syari‟ah dan  
          Hukum UIN SU Medan   
 
Ketua,               Sekretaris, 
 
 
 
Fatimah, S.Ag, MA             Sangkot Azhar  Rambe, M.Hum 
NIP. 19710320 199703 2 001           NIP. 19780504200901 1 014  
 
Angota – Anggota 
 
1.           2. 
 
 
Adlin Budhiawan, SH, M.Hum           Dr. Kolid, M.Hum  
NIP. 19820510 200901 1 014           NIP. 19750326 200501 1 005 
     
3.             4. 
 
        
Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum          Sangkot Azhar  Rambe, M.Hum 
NIP. 19820720 200901 2 007           NIP. 19780504200901 1 014 
      
       Mengetahui, 
       Dekan Fakultas Syari‟ah dan  
Hukum UINSU Medan 
 
 
Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum 
NIP. 19770321 200901 1 008  
 
 
iii 
 
IKHTISAR 
 
Skripsi ini adalah hasil penelitian skripsi yang merupakan penelitian 
kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan metode deskritif analisis. 
Mendeskripsikan data yang berupa Undang-undang, buku dan literatur yang 
representatif dan relevan tengtang ‚Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 
(Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keptusan Menteri 
Agama RI)‛. Skripsi ini bertujuan menjawab, bagaimanakah kekuatan hukum 
Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal? 
Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian kepustakaan dan selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif, yaitu 
yang diperoleh yang berisifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada 
keadaan yang lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan 
mengemukakan dasar kewenangan pemerintah dalam menetapkan 1 
Ramadhan dan 1 Syawal, kemudian lebih khusus tentang kekuatan Keputusan 
Menteri Agama RI dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal dengan urutan 
mulai dari Keputusan Menteri sampai UUD 1945. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa Keputusan Menteri Agama RI tentang penetapan 1 
Ramadhan dan 1 Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, mulai dari Keputusan 
Menteri, Keputusan Presiden, Undang-undang, sampai ke konstitusi UUD 1945 
sehingga keputusan tentang penetapan ini bersifat umum dan mengikat. 
Keputusan Pemerintah ini adalah merupakan ketetapan yang sebagaimana 
disebutkan dalam kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf. Segala 
perbedaan masyarakat ataupun ormas-ormas tertentu seputar tanggal 1 
Ramadhan dan 1 Syawal dihilangkan dengan adanya ketetapan dari 
pemerintah. Maka tentu disini berlaku QS. An-Nisa ayat 59 yang menyatakan 
kewajiban untuk taat pada ulil amri.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari ubudiah, 
munakahah, muamalah, jinayah dan siyasah. Namun seringkali agama 
dimaknai suatu hubungan yang khusus dengan Tuhan yang lingkupnya pribadi, 
maka seakan dalam agama hanya mengenal peraturan yang ubudiah saja. 
Lingkup ketatanegaraan yang lebih luas seringkali diabaikan dalam agama. 
Padahal Islam mengatur hubungan ini. Disatu sisi pemerintah wajib ditaati dan 
disisi lain pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus didasarkan 
pada kemaslahatan umat.
1
 
Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 58 
                           
                          
 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
                                                             
1
 Muhammad Iqbal, ‚Masihkah Kita Berbeda?‛, (Pekanbaru: T.B. Sanggam, 2007), 
h. 2 
2 
 
 
 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
2
 
 
Ayat diatas ditujukan kepada penguasa (pemerintah), yakni agar 
mereka senantiasa menunaikan amanah kepada siapa yang berhak, dan apabila 
mereka menerapkan suatu hukum antara sesama manusia maka mereka mesti 
berlaku adil. 
Jika pemerintah memerintahkan atau melarang suatu yang mubah, 
umat Islam harus (wajib) mematuhinya, sepanjang mubah yang dilarang atau 
diwajibkan itu menyangkut kemaslahatan masyarakat dan merupakan sesuatu 
yang benar-benar mubah bagi masyarakat. 
Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 59 
                          
                      
                
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
3
 
 
                                                             
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114 
 
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 114 
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Ayat diatas sejalan dengan hadis Nabi SAW: 
،ُوْنَع ُللها َيِضَر ٍكِلام ِنْب ِسََنا ْنَعَاق َ لَّ  َ َ ِو ْ ََع ُللها   َ َ ِللها  ُ ْ َُر  َ :
( ُ َ َِْب  ُو َ َْر لَّإ  َ ، يُّي ِ َ َ  ٌ َْع  ْ ُ ْ ََع  َ ِ ْيْ  ْا ِإ َِ ،ا ْ ُ ْيْ  َِا َ ا ْ ََ َْا) . ( ها ر
يراخ لا)4         
‚Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., dia berkata, ‚Rasulullah SAW 
pernah bersabda, ‚dengarkan dan Patuhi pemimpin kalian, meskipun dipimpin 
oleh seorang budak dari Habasyah yang rambutnya seperti kismis‛. (H.R. 
Bukhari).‛ 
Ayat dan hadis diatas ditujukan kepada rakyat, warga sipil maupun 
militer. Mereka wajib untuk mentaati pemimpin atas segala yang 
diinstruksikannya baik berupa pembagian-pembagian hukum dari pemerintah, 
baik yang berupa undang-undang atau kebijakan, atau yang lainnya. 
Umat Islam tidak wajib patuh manakala pendapat atau ketetapan 
pemerintah membawa pada jalan maksiat atau kekufuran yang nyata. Nabi juga 
menegaskan dalam sabdanya: 
                                                             
4
 Az-Zabidi Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif, Mukhtshar Shahih Al-
Bukhari: ‚At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami’ Ash-Shahih, Penerjemah Achmad Zaidun, 
Jakarta: Pustaka Amani 2002, h. 1055 
4 
 
 
 
 اق ونا  َلَّ  َ َ ِو ْ ََع ُللها    َ ِّبِنلَّلا ِنَع ،ا َُه ْيْنَع ُللها  َِضَر َر َُع ُنِْب  ْنَع :
  َرُِم  ْإ َِف ، ٍ ََص َْبِ َرَمْؤُيْي ْإ َ لَّلَّ ِ ،َِهر ََ  لَّب َ َ ا َ ِْف ، ُع الَّطلا َ َع ْلَّ لا ِءْر َْلا   ََع
 َعَا َلَّ َ َعْ َ َلََف  ٍ ََص َْبِ .(   م ها ر)5 
‚Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda: 
‚Seorang Muslim wajib mematuhi yang dia senangi ataupun tidak (terpaksa), 
kecuali jika dia di perintah untuk melakukan maksiat. Apabila diperintah untuk 
maksiat tidak ada kewajiban patuh dan taat.‛. (H.R. Muslim)‛.  
Ketika terjadi perdebatan antara satu dan yang lainnya maka 
hendaklah perkara dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. 
Sudah tentu dalam mengembalikan suatu perdebatan itu kepada Al-Qur’an dan 
Sunnah Rasul haruslah mempunyai cara yang dikenal dengan qiyas. Sedangkan 
qiyas adalah ijtihad, ijtihad adalah alat untuk menggali hukum Islam.
6
 
Ada dua hal yang menjadi kewenangan pemerintah yang wajib ditaati 
oleh rakyat yakni, urusan dunia atau politik dan urusan agama. Secara garis 
besar apa yang menjadi kewenangan pemerintah itu dibagi menjadi 3 jenis. 
Pertama, adakalanya mengurusi agama dan politik sekaligus dalam arti satu, 
                                                             
5
 Al-Hafizh ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyyuddin Al-Mundziri, Mukhtasar 
Shahih Muslim. Penerjemah Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet II, h. 723 
 
6
 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan), (Jakarta: Firdaus, 
2003),h. 17 
5 
 
 
 
kedua, ada yang hanya mengurusi politik saja, ketiga, ada yang mengurusi 
politik dan agama dalam hal-hal tertentu saja atau yang bersifat menguntungkan 
saja.
7
 
Dari berbagai problematika yang ada termasuk dimulainya atau 
berakhirnya puasa banyak pendapat yang saling berbeda yang menimbulkan 
kesenjangan diantara umat, disini pemerintah atau hakim dituntut untuk 
memberikan solusi yang tepat untuk memecahkannya. Dalam prakteknya, 
ketika terjadi perbedaan dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal 
dikalangan rakyat maka pemerintah menengahi. Saksi di sumpah terlebih 
dahulu dihadapan hakim dalam meru’yah hilal, kemudian setelah itu hakim 
mengeluarkan keputusan berupa penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 
berdasarkan keterangan saksi yang disumpah tadi. 
Namun sebelum lebih jauh membahasnya, apakah penetapan 1 
Ramadhan dan 1 Syawal sebagaimana dimulainya kewajiban menunaikan 
ibadah puasa dan berakhirnya kewajiban puasa atau berhari raya ini termasuk 
dari kewenangan pemerintah yang wajib ditaati? Mayoritas ulama Syafi’yah 
berpendapat bahwa wajib melaksanakan puasa apabila pemerintah sudah 
menetapkannya setelah mendengar kesaksian orang yang melihat hilal yang 
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disumpah oleh hakim.
8
 Dari sini bisa dipahami bahwa penetapan 1 Ramadhan 
dan 1 Syawal adalah merupakan salah satu kewenangan atau otoritas dari 
pemerintah, dan bagi siapa yang termasuk dalam wilayah kekuasaan 
pemerintah tersebut harus patuh dan taat. Bahkan Abu Bakr Bilfaqih al-Tarimi 
mengeluarkan fatwa yang menyatakan: 
 ‚Bahwa siapa saja yang merayakan hari raya secara terang-terangan 
maka pemerintah berhak untuk mencegahnya. Namun bagi orang yang 
berpegangan pada hasil hisabnya dan berbeda dengan ketetapan 
pemerintah maka diperbolehkan berhari raya (membatalkan puasa) 
secara sembunyi-sembunyi‛.9 
 
Dalam realitasnya di Indonesia dimana paradigma yang digunakan 
adalah paradigma simbiotik yang memasukkan campur tangan negara dalam 
hal-hal tertentu dalam agama ataupun sebaliknya. Banyak persoalan-persoalan 
agama termasuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia yang oleh 
pemerintah diurusi. Hal ini diperkuat dengan adanya Kementerian Agama dan 
Peradilan Agama di Indonesia. 
Namun tidak semua persoalan agama lantas menjadi wilayah 
kewenangan pemerintah. Ada sebaiknya urusan agama biar umat saja yang 
menyelesaikan, pemerintah sebaiknya tidak perlu ikut campur. Termasuk dalam 
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penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ini. Hal ini untuk menjamin kebebasan 
beragama dan melaksanakan peribadatan sesuai yang diyakininya. 
Namun jika memang dianggap perlu campur tangan pemerintah 
dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal sebagai wujud kepedulian 
pemerintah dalam mempersatukan berbagai pendapat yang muncul soal isbat 
Ramadhan dan Syawal maka pemerintah melalui Kementerian Agama 
mengeluarkan keputusan resmi tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.
10
 
Mekanisme penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh pemerintah di 
Indonesia ini adalah dengan rukyatul hilal yang dilakukan atas instruksi dan 
pengawasan hakim Peradilan Agama di masing-masing tempat. Sebagaimana 
yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan 
Pengadilan Agama dalam Pasal 52A disebutkan ‚Pengadilan Agama 
memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada 
tahun Hijriyah‛. 
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Dalam Pasal 52A ini disebutkan selama ini Pengadilan Agama diminta 
oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian 
orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki 
bulan Ramadhan dan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama 
mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 
Syawal. 
Kalau sebelumnya Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk 
berpendapat apabila diminta dalam hal kesaksian rukyatul hilal, maka berdasar 
Pasal tersebut Pengadilan Agama aktif menerima perkara kesaksian rukyatul 
hilal seperti perkara-perkara lainnya, dengan acara khusus dan singkat karena 
menyangkut kepentingan umat. 
Selama ini dilakukan rapat penentuan awal Ramadhan dan Syawal 
dihadiri oleh ormas-ormas Islam dan pemerintah anggota Badan Hisab dan 
Rukyat Kementerian Agama sendiri. Dari sini sepertinya sangat diperlukan 
penyelarasan antara tugas PA untuk menetapkan kesaksian rukyatul hilal 
dengan pengumuman dimulainya 1 Ramadhan dan 1 Syawal.
11
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Ada ormas Islam yang secara terang-terangan melaksanakan puasa 
atau berhari raya berbeda dengan apa yang di tetapkan oleh pemerintah. 
Seperti pada ormas Islam Muhammadiyah dengan Maklumat Muhammadiyah 
No. 01/MLM/I.0/E/2012 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal dan 
Dzulhijjah 1433 H menetapkan 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Jumat 
tanggal 20 Juli 2012.
12
 Berbeda dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 99 
Tahun 2012 tentang Penentapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H menetapkan 
tanggal 1 Ramadhan 1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012.
13
 Dan 
sering kali perbedaan semacam ini menjadi polemik dikalangan masyarakat dan 
tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial. 
Perbedaan metode penentuan 1 Ramadhan dan Syawal antara ormas 
Islam satu dengan pemerintah yang berbeda seringkali menimbulkan pro 
kontra. Misalnya antara Muhammadiyah yang menggunakan hisab, NU dan 
pemerintah yang lebih ke rukyatul hilalnya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 
1 Syawal hasilnya beda. Seperti pada penetapan awal Ramadhan 1433 H. 
Pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadhan jatuh pada 21 Juli 2012 
sedangkan Muhammadiyah menetapkannya jatuh pada tanggal 20 Juli 2012. 
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Perbedaan semacam ini diakui atau tidak memicu kesenjangan sosial 
walaupun tidak frontal, apakah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam masalah agama yang mewakili 
pemerintah mempunyai otoritas yang wajib ditaati. Sebagaimana telah 
disebutkan bahwa:  
  َ َلَِاا ُعَفْريْي َ ٌاا َِْل   ِ َِاْاا  ُ ْ ُ14 
‚Keputusan pemerintah bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan 
perbedaan‛. 
Dengan kata lain instruksi atau keputusan pemerintah menghilangkan 
segala perbedaan wajib ditaati oleh semua umat Islam tanpa terkecuali. Untuk 
itu penulis mencoba melakukan penelitiang dengan judul: ‚Kebijakan 
Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di 
Indonesia (Analisis Keputusan Menteri Agama)‛. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka penulis 
dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 
Syawal? 
2. Bagaimana kekuatan hukum keputusan Menteri Agama RI dalam 
penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal? 
3. Bagaimana status hukum mentaati putusan pemerintah dalam 
penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penetapan 1 
Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum keputusan Menteri Agama dalam 
penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. 
Kemudian, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat dan kegunaan, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan 
praktis dalam bidang siyasah. 
1. Manfaat Akademis 
12 
 
 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 
ilmu pengetahuan tentang otoritas pemerintah dalam mengurusi 
permasalahan umat. Khususnya masalah penetapan 1 Ramadhan dan 1 
Syawal. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi 
serta kontribusi pemikiran dan wacana dalam mematuhi keputusan Menteri 
Agama dalam hal ini tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, 
diharapkan lembaga yang menjalankannya lebih baik dalam hal penerapan 
tugasnya untuk meminimalisir dan mencegah perbedaan dalam penetapan 
1 Ramadhan dan 1 Syawal. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Penelitian tentang Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) 
Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri 
Agama) secara khusus belum pernah dibahas oleh skripsi manapun. Kajian 
penentuan awal bulan atau falak lebih sering dikaji dari segi teknis atau 
keilmuan falak itu sendiri, seperti yang ditulis oleh Khairul Hudallah pada tahun 
2003 yang berjudul ‚Studi Analisis penentuan waktu ijtima’ dan posisi hilal 
13 
 
 
 
menurut sistem hisab al-Qawaidul Falakiyah dan Ephemeris Hisab Ru’yah‛. 
Sekripsi ini membahas perhitungan posisi hilal menurut dua metode yang 
berbeda. Selain itu adapula sekripsi yang membahas tentang perbedaan ormas 
dalam penentuan awal bulan hijriyah, seperti sekripsi yang ditulis oleh Zakie 
Fitri Musthofa pada tahun 2008 yang berjudul ‚Perbedaan Penetapan Tanggal 
1 Syawal 1427 H dikalangan Nahdhatul Ulama‛. Sekripsi ini membahas tentang 
perbedaan penetapan antara PWNU Jatim dengan PBNU serta bagaimana 
kalangan Nahdliyin menanggapinya. 
Dari kesemua judul diatas adalah masuk pada pembahasan sekripsi 
jurusan Ahwalul Syakhsiyah. Adapun pembahasan dari segi politik dan tata 
pemerintahan Islam mungkin baru sekripsi ini yang mencoba untuk 
membahasnya dan menjadikan fiqh siyasah sebagai barometer keabsahan 
berpolitik menurut hukum Islam menjadi tolak ukur kewenangan pemerintah 
dalam menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal khususnya dalam sekripsi ini. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
1. Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan adalah jenis tindakan administrasi negara yang berasal 
dari kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk 
14 
 
 
 
menetapkan peraturan kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan undang-
undang.
15
 Sedangkan kebijakan pemerintah merupakan suatu keputusan 
yang secara sistematik dibuat oleh pemerintah  dengan maksud dan tujuan 
tertentu yang menyangkut kepentingan umum.
16
  
Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat 
bebas  yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam 
rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat 
administrasi negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format  
tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap 
warga negara).
17
 
Peraturan kebijakan kerap tampil dalam bentuk dan format lain, 
seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, 
pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam petunjuk lisan 
(kepada bawahan) yang memang tidak mempunyai bentuk dan format.  
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Van Kreveld mengatakan bahwa kebijakan harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat tersebut 
antara lain: 
a. Tidak dapat bertentangan dengan peraturan dasar yang 
mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya. 
b. Tidak dapat bertentangan dengan nalar sehat. 
c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta saran 
teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak 
yang terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada 
d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga 
masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan 
dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum 
formal). 
e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar 
pertimbangannya. 
16 
 
 
 
Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak 
yang telah diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian 
harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.
18
 
2. Penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal 
Puasa Ramadhan wajib dilaksanakan bila bulan Ramadhan 
terbukti telah tiba. Buktinya didapatkan dengan salah satu dari dua perkara: 
a. Terlihatnya hilal bulan Ramadhan  
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 185  
 ُو ُْص َ ْيْف َرْهلَّشلا  ُ ُْنِم  َِهَش ْن ََف 
‚Barangsiapa diantara kalian yang menyaksikan bulan itu 
maka hendaklah dia berpuasa padanya‛.  
Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi bersabda: 
 ُوَلا ُْر ُْقَاف  ْ ُ ْ ََع َي ِ ُْا ْإ َِف ،ا ُْ َِْف َف ُه ْ ُ ُيَْي َر ا َ ِ َ ،ُا ُْصَف ُه ْ ُ ُيَْيَار ا َ ِ   
‚Apabila kalian melihat hilal (awal bulan Ramadhan) maka 
berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal (awal bula syawal) maka 
berbukalah. Juka tertutupi mendung atas kalian maka genapkanlah 
(jumlah 30 hari bulan Sya’ban)‛. 
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Apabila seorang yang adil dan dapat dipercaya melihat hilal 
Ramadhan, maka berita darinya itu dapat dijadikan dasar, menurut 
mayoritas ulama Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ibnu 
Umar, dia berkata: ‚Orang-orang berusaha melihat hilal, lalu aku 
memberitahu Rasulullah bahwa aku telah melihat hilal itu, lalu beliau 
berpuasa padanya (bulan itu) dan menyuruh orang-orang untuk 
berpuasa juga‛. 
Adapun hilal Syawal, tidak cukup untuk menetapkan 
kehadirannya kecuali dengan persaksian dua orang yang adil, ini 
menurut jumhur ulama.
19
 
Dasarnya adalah sabda Nabi: 
ا ُْرِطَْف َ ،ا ُْم ُْصَف ِإا َِىاَش  َِهَش ْإ َِف 
‚Maka apabila dua orang telah bersaksi maka berpuasalah 
dan berbukalah‛. 
b. Disempurnakannya hitungan bulan Sya’ban 30 hari 
Apabila melihat hilal (rukyatul hilal) tidak dapat dilakukan 
walaupun langit bersih dari hal-hal yang menghalangi penglihatan pada 
                                                             
19
 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Fiqhus Sunnah Lin Nisa, (Solo: Pustaka 
Arafah, 2014), h. 321 
18 
 
 
 
malam ke-30 dari bulan Sya’ban, maka hendaknya menggenapkan 
bulan Sya’ban menjadi 30 hari dan mereka memasuki esok hari dalam 
keadaan berbuka (tidak berpuasa). Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar: 
  ْ ُ ْ ََع لَّ  ُ ْإ َِف ،ُه َْريْت لَّتَّ  ا ُْم ُْصََتلََف ، ً َ ْيْ َل َإ ُْر ِْع َ ٌع ِْت ُرْهلَّشلا
 َ ْ  َِلَ َ  َ لَّ  ِلا ا ْ ُ ِ ْ ََف 
‚Satu bulan itu ada duapuluh sembilan hari, maka janganlah 
kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Jika mendung menutupi 
kalian sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan bulan menjadi 30 
hari‛. 
c. Penetapan (Itsbat) Awal Ramadhan dan Idul Fitri 
1) Penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri dilakukan oleh 
pemerintah berdasarkan hasil rukyatul hilal dan istikmal. 
2) Penetapan (Itsbat) yang tidak didasarkan atas rukyatul hilal 
atau istikmal tidak wajib diikuti. 
3) Hasil rukyat yang diperoleh secara mutawatir kedudukannya 
sama dengan itsbat walaupun tidak dilibatkan oleh pemerintah. 
19 
 
 
 
4) Rukyat dari satu orang yang adil, baik diisyhad (sumpah) atau 
tidak, yang tidak diitsbatkan wajib baginya dan bagi orang 
yang mempercayainya hasil rukyatnya itu. 
5) Hasil rukyat yang tidak diitsbatkan boleh diikhbarkan 
(diumumkan) untuk diikuti.
20
 
3. Kementerian Agama 
Kementerian Agama RI adalah kementerian dalam pemerintah 
Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dibentuk 
pada 3 Januari 1946.
21
 
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
di bidang keagamaan dalam pemerintah untuk membantu presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, 
Kementerian Agama menyelenggrakan fungsi: 
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang 
keagamaan. 
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Agama. 
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c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 
Agama. 
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
urusan Kementerian Agama di daerah. 
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. 
f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 
Kementerian Agama mengambil alih tugas-tugas keagamaan yang 
semula berada pada beberapa kementerian, yaitu Kementerian Dalam 
Negeri, yang berkenaan masalah perkawinan, peradilan agama, berkenaan 
dengan kemasjidan dan urusan haji, dari Kementerian Kehakiman, yang 
berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi, dari 
Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan 
dengan masalah pengajaran agama di sekolah-sekolah. 
Kementerian Agama bertanggung jawab atas segala sesuatu yang 
berhubungan dengan agama dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan 
agama. Berfungsi untuk mewujudkan pembangunan mental rohaniah yang 
harus mampu mengimbangi pembangunan fisik materiil. Terlebih 
meningkatkan mutu kehidupan mental rohani bangsa. Jadi yang menjadi 
21 
 
 
 
tugas utama Kementerian Agama adalah urusan agama, pendidikan agama, 
penerangan agama, dan urusan haji.
22
 
 
F. Metode Penelitian 
Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
doktrinal, penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 
bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 
peraturan-peraturan dan literatur-literatur dengan permasalahan yang 
diteliti.
23
  
2. Pendekatan Masalah 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik analisis pendekatan perundang-undangan 
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(statute approach) yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam hal 
ini Kementerian Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dan 
pendekatan  konsep (conceptual approach). 
3. Sumber Data 
Untuk memperoleh data sebagaimana diatas maka sumber 
datanya adalah sebagai berikut: 
a. Sumber Primer, antara lain Penetapan Pemerintah No.2/Um Tahun 
1946 Tentang Aturan Hari Raya, Keputusan Menteri Agama 
Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang Penetapan 
Tanggal 1 Syawal 1433 H, Pepres No. 50 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 
Tentang Kedudukan, Tugas, Fingsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Keputusan No. 81 
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical 
Departemen Agama, Keputusan No. 3 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, dan Fatwa MUI 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, 
Syawal, dan Dzulhijjah. 
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b. Sumber Skunder, antara lain berbagai buku dan literatur mengenai 
kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan 
kewenangannya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sehingga 
membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.
24
 
Dalam menganalisis data tersebut pola pikir yang digunakan 
adalah pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu data yang diperoleh 
yang bersifat umum yang dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang 
lebih khusus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan 
gambaran umum Kementerian Agama, kemudian mengarah yang lebih 
khusus tentang kewenangan dan otoritasnya. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu 
penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan), baik 
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian 
terdahulu.
25
 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Adapun mengenai sistematika penulisan, dalam hal ini peneliti 
membaginya dalam lima bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut: 
BAB I  : Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 
kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II : Berisi tentang kebijakan pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan 
dan 1 Syawal yang meliputi dasar kewenangan pemerintah dalam 
penetapan awal Ramadhan dan Syawal, keputusan Menteri Agama 
tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal, dan penerapan 
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keputusan Menteri Agama tentang pentapan 1 Ramdhan dan 1 
Syawal.  
BAB III :  Berisi tentang kekuatan hukum keputusan Menteri Agama tentang 
penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang meliputi otoritas Menteri 
Agama tentang penetapan 1 Ramadhan dan 1 syawal perspektif 
yuridis formal, dan otoritas Menteri Agama tentang penetapan 1 
Ramadhan dan 1 syawal perspektif normatif fiqhiyah. 
BAB IV:  Berisi tentang kedudukan putusan pemerintah dalam penetapan 1 
Ramadan dan 1 Syawal dan status hukum mentaati putusan 
pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. 
BAB V :  Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran. 
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BAB II 
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN 1 (SATU) 
RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL  
 
A. Dasar Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Awal Ramadhan 
dan Syawal 
Otoritas/peraturan yang menjadi dasar kewenangan Menteri Agama 
dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal yaitu, dalam Penetapan 
Pemerintah No.2/Um Tahun 1946. Pada tahun 1946 Presiden Republik 
Indonesia Soekarno dalam Berita RI 1946 menetapkan aturan tentang Hari 
Raya. Dengan menimbang bahwa perlu diadakannya aturan tentang Hari Raya 
setelah mendengar Badan Pekerja Komite Nasional Pusat memutuskan 
menetapkan aturan tentang Hari Raya. Di dalam aturan umum PP ini dijelaskan 
terdapat banyak hari raya seperti hari raya umum (tahun baru, 1 Januari), hari 
raya Islam, hari raya Kristen, hari raya Tiong Hwa. Dan yang lebih penting 
dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa untuk seterusnya, buat tiap-tiap tahun, hari 
raya tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi jelas dalam PP ini
27 
 
 
 
 Menteri Agama telah diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk menetapkan 
hari raya khususnya hari raya Islam.
26
 
Selanjutnya dalam PP No.7 Tahun 1946, didalam PP ini terbentuk 
Hari Libur Nasional yang baru yaitu pada tanggal 5 Oktober menjadi hari raya 
Angkatan Perang. Dalam artian didalam Pasal 1 PP No.2/Um tahun 1946 
aturan tentang hari raya ditambahkan menjadi tiga yaitu dengan memasukkan 
Hari Peringatan Angkatan Perang 5 Oktober dan Penetapan ini mulai berlaku 
pada tanggal 4 Oktober 1946 yang ditandatangani Presiden Soekarno dan 
Menteri Pertahanan Amir Sjarifoedin.
27
 
Selanjutnya pada PP No.9/Um Tahun 1946, Presiden Soekarno lewat 
PP ini menimbang bahwa pada tanggal 10 November 1945 adalah hari yang 
mengandung peristiwa yang penting dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia 
dan menimbang pula bahwa hari tersebut diperingati hari raya umum negara 
Republik Indonesia. Dan mengingat bahwa dalam Pasal 1 PP No.2/Um tahun 
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 Pasal 1 PP No.2/Um Tahun 1946 tentang Aturan Hari Raya, didalam Aturan 
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Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus dan Hari Angkatan Perang  
28 
 
 
 
1946 tentang aturan hari raya perlu ditambah menjadi 4 yaitu Hari Pahlawan 
pada tanggal 10 November.
28
 
Lalu pada tahun 1967 telah terbit Keputusan Presiden No.251 Tahun 
1967 tentang Hari-hari Libur. Didalam Keputusan Presiden ini pejabat Presiden 
RI telah menimbang bahwa dalam rangka Pelaksanaan Dwi Dharma dan Catur 
Karya Kabinet Ampera Khususnya yang merupakan pra kondisi untuk 
melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang dan untuk 
memperbanyak/mempertinggi prestasi kerja maka dianggap perlu mengurangi 
jumlah hari-hari libur dan perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku 
mengenai hari-hari libur. Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut telah 
disebutkan bahwa penetapan tanggal hari-hari libur (yang terdapat dalam Pasal 
1 tiap-tiap tahun dilakukan oleh menteri yang diserahi urusan agama.
29
 
Berikutnya yaitu Keputusan presiden Tahun 1968 tentang Perubahan 
Keppres No.251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur. Setelah beberapa PP dan 
keppres yang memuat penambahan hari libur Nasional dikurangkan yaitu pada 
hari mengenai 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh dihapuskan 
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 Hari Raya Tersebut dibawah ini ditetapkan sebagai hari libur: 1. 1 Januari, 2. Idul 
Fitri (2 hari), 3. Idul Adha, 4. Maulid Nabi Muhammad SAW, 5. Natal (hari pertama), 6. 1 
Muharram, 7. Proklamasi Kemerdekaan, 8. 1 Mei, 9. Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 10. 
Kenaikan Isa al-Masih, 11. Santa Maria 
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dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang 
ini.
30
 
Dan yang terakhir dalam Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1971 
tentang Hari wafat Isa al-Masih dinyatakan sebagai Hari Raya/Hari Libur. 
Penambahan hari libur pada 1971 pun ditambahkan dengan menimbang 
bahwa untuk meningkatkan kemanfaatan pribadatan bagi masyarakat Protestan 
dan Khatolik, dipandang perlu untuk mengubah Hari Raya/Hari Libur Santa 
Maria menjadi Hari Raya/Hari Libur Wafatnya Isa al-Masih. Menimbang pula 
bahwa berhubung dengan itu perlu untuk meninjau kembali Keputusan 
Presiden No.251 Tahun 1967 jo Keputusan Presiden No.148 Tahun 1968. 
Selanjutnya megingat Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 29 UUD 1945, Keppres No. 251 
Tahun 1967, dan Keppres No. 148 Tahun 1968.
31
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 Pasal 1 Keputusan Presiden No.148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan 
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 Pasal 2 Keppres No.10 Tahun 1971, Hari Wafat Isa al-Masih (9 April), dinyatakan 
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B. Metode dan Mekanisme Penetapan 1 Ramadhan dan Syawal oleh 
Pemerintah Indonesia 
Dalam rangka memberikan jalan tengah (problem solving) dalam 
permasalahan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia, yang sampai sekarang 
ini masih terjadi perdebatan antar ormas Islam yang belum diketahui kapan 
berakhirnya, pemerintah memberikan sebuah tawaran metode penetapan awal 
bulan Ramadhan yang disebut imkanurukyah. Secara harfiah, imkanurukyah 
berarti kemungkinan hilal terlihat. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasanya 
diistilahkan dengan visibilitas hilal. 
Selain memperhitungkan wujudnya hilal diatas ufuk, pelaku hisab juga 
memperhitungkan faktor-faktor lain yang memungkinkan terlihatnya hilal. 
Faktor yang menentukan terlihatnya hilal bukan hanya keberadaannya diatas 
ufuk, melainkan ketinggian dan posisinya yang cukup jauh dari arah matahari. 
Kriteria itu didasarkan pada hasil rukyat jangka panjang yang dihitung secara 
hisab, sehingga dua pendapat hisab dan rukyat dapat terakomodasi. Kriteria itu 
digunakan untuk menghindari rukyat yang meragukan dan digunakan untuk 
31 
 
 
 
penentuan awal bulan berdasarkan hisab. Dengan demikian diharapkan hasil 
hisab dan rukyat akan selalu seragam.
32
 
Kriteria imkanurukyah, merupakan kriteria dalam penentuan awal 
Ramadhan dan Syawal, yang posisinya menjembatani antara kriteria rukyatul 
hilal dan kriteria wujudul hilal. Kriteria ini banyak digunakan oleh pemerintah-
pemerintah ASEAN dalam menentuan awal Ramadhan dan Syawal. Kemudian 
menurut dalam penanggalan Hijriyah standart empat negara ASEAN, kriteria ini 
ditetapkan berdasarkan Musyawarah menteri-menteri Agama Brunei 
Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). 
Menurut musyawarah tersebut, awal bulan terjadi jika: Pertama, pada 
saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) hilal diatas cakrawala minimum 2
o
, 
dan sudut sudut elongasi (jarak lengkung) hilal dan Matahari minimum 3
o
. 
Ketinggian 2
o
 ini merupakan kriteria yang dibuat berdasarkan pengalaman 
rukyatul hilal di Indonesia selama puluhan tahun, walaupun secara Internasional 
sangat diragukan posisi 2
o
 hilal bisa dilihat karena masih terlalu rendah. Kedua, 
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pada saat matahari terbenam, usia hilal lebih 8 jam dihitung sejak ijtimak, 
sehingga cahaya hilal telah mencapai standar hilal kemungkinan bisa dilihat.
33
 
Sebelum diadakannya sidang itsbat penetapan 1 Ramadhan, terlebih 
dahulu pemerintah melakukan kegiatan rukyatul hilal (pengamatan bulan). 
Adapun secara teknis, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh 
Kementerian Agama daerah yang dijadikan tempat untuk pelaksanaan rukyatul 
hilal. Secara garis besar, diantara beberapa persiapan yang dilakukan oleh 
Kementerian menginstruksikan kepada Kementrian Agama Kabupaten (untuk 
daerah yang akan dijadikan tempat pelaksanaan rukyat) untuk berkoordinasi 
badan Hisab dan Rukyat dan Pengadilan Agama setempat tentang persiapan 
kegiatan rukyat awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah. Kepala Kantor 
Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator acara rukyat berkirim 
surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat agar menunjuk seorang Hakim 
dan Panitera sidang untuk melakukan sidang itsbat kesaksian rukyat bila hilal 
berhasil dirukyat oleh orang perukyat.  
Setelah itu, Kepala Kantor Kementerian Agama daerah tersebut 
mengirimkan surat kepada beberapa ormas Islam dan para perukyat agar hadir 
pada acara rukyat yang telah ditetapkan pada hari pelaksanaan rukyat, 
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dilaksanakan pada jam yang telah disepakati. Bila berhasil dirukyat oleh 
perukyat, perukyat melapor kepada Koordinator/Kepala Kantor Kementerian 
Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama memohon kepada Hakim 
Pengadilan Agama agar segera diadakan persidangan untuk memeriksa dan 
menetapkan kesaksian hilal. Hasil rukyat, baik hilal yang berhasil dilihat, 
maupun tidak, dilaporkan kepada Kementrian Agama RI/BHR Pusat sebagai 
bahan pertimbangan Menteri Agama RI dalam menetapkan awal Ramadhan, 
Syawal dan Dzulhijjah.
34
 
Setelah hasil dilaporkan kepada Kementerian Agama RI (pusat) dari 
beberapa lokasi-lokasi pelaksanaan rukyat diseluruh Indonesia. Maka setelah 
itu, Kementerian Agama mengadakan sidang itsbat. Hadir dalam sidang tersebut 
beberapa perwakilan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 
Persis dan lain sebagainya. Begitu juga melibatkan dari tim Badan Hisab dan 
Rukyat (BHR) diantaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi 
Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). 
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Rapat sidang penetapan 1 Ramadhan dan Syawal diawali dengan 
pemaparan tentang perkiraan cuaca dan hal ihwal tentang hilal dari tim ali 
seperti dari BMKG, LAPAN dan Observatorium Bosscha ITB. Kemudian 
disambung presentasi hasil observasi hilal. Setelah mendengar presentasi hasil 
observasi hilal, Kementerian Agama mempersilahkan kepada para peserta untuk 
memberi masukan dan penjelasan mengenai hasil pengamatan hilal. Setelah 
dianggap cukup, ketua majelis sidang memberikan kesimpulan, setelah 
mengolah beberapa pertimbangan dan masukan mengenai hasil rapat 
kemudian membacakan hasil rapat kepada para peserta. 
Setelah itu menawarkan hasil tersebut untuk dimintakan kesepakatan 
kepada peserta sidang. Hasil suara mayoritas dari peserta sidang kemudian 
diambil sebagai pertimbangan. Ketua Majelis selanjutnya menetapkan dengan 
pertimbangan suara mayoritas tersebut. Sehingga menjadi sebuah ketetapan 
hasil dari sidang istbat pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan 
Dzulhijjah.
35
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C. Peraturan (Regeling) dan Keputusan (Beshiking) 
Sudah menjadi prinsip umum hukum (general principe of law) yang 
telah diterima secara universal bahwa pada prinsipnya kaidah/norma hukum 
dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni keputusan (beschiking) dan 
peraturan (regeling).
36
 
Keputusan (beschiking) adalah intrumen hukum yang berisi 
ketetapan/keputusan yang bersifat induvidual, konkrit, dan berlaku khusus 
(terbatas). Sedangkan peraturan (regeling) adalah instrumen hukum yang 
bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum.
37
  
Di Indonesia, pengaturan mengenai bentuk-bentuk dan kaidah-kaidah 
peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut UU tersebut, Peraturan 
Perundang-undangan adalah peraturan tertulisyang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau di tetapkan oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 
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 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006), h. 133 
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Perundang-undangan.
38
 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 100 (Ketentuan Penutup) 
dengan tegas menyatakan bahwa semua Keputusan Presiden, Keputusan 
Menteri, dan keputusan-keputusan pejabat lainnya yang bersifat mengatur,harus 
dimaknai sebagai peraturan.
39
 Dengan demikian, politik hukum perundang-
undangan diIndonesia menghendaki adanya purifikasi antara peraturan dan 
keputusan, karena memang terdapat perbedaan yang sangat prinsipal diantara 
keduanya. Perbedaan tersebut setidak-tidaknya meliputi tiga hal: 
1. Perbedaan isi dan sifat 
Peraturan berisi norma hukum yang berlaku dan mengikat umum 
(regeling). Keputusan berisi suatu penetapan atau keputusan yang sifatnya 
individual, final dan konkret. 
2. Perbedaan cara melawannya 
Upaya hukum untuk melawan/meggugat peraturan dilakukan 
melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (judical 
review). Untuk undang-undang melalui MK, sedang untuk peraturan 
perundang-undangan dibawah undang-undang melalui MA. Sedangkan 
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keputusan upaya hukum untuk melawan/membatalkan melalui Peradilan 
Tata Usaha Negara (PTUN). 
3. Perbedaan kekuatan berlaku dengan mengikat 
Dengan diundangkannya suatu peraturan di dalam Lembara 
Negara atau Berita Negara, maka peraturan tersebut memiliki daya berlaku 
dan mengikat umum (binding force). Sebagaimana dinyatakan dalam UU 
No. 12 Tahun 2011 Pasal 87: ‚Peraturan Perundang-undangan mulai 
berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal 
diundangkan,kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Perundang-
undangan yang bersangkutan‛. 
Hal tersebut dimaksudkan agar semua orang mengetahui adanya 
peraturan yang dimaksud sehingga dengan demikian berlakulah asas fiksi 
hukum ‚Iedereen wordht geacht de wet te kennen‛. Artinya, setiap orang 
dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu tidak ada bagi yang 
melanggar hukum bahwa ia tidak mengetahui hukumnya.
40
 
Suatu keputusan/ketetapan tidak dipersyaratkan untuk 
diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena 
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keputusan/ketetapan tidak dimaksudkan untuk berlaku den mengikat 
umum.
41
   
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas jelaslah bahwa harus 
dibedakan antara peraturan dan keputusan. Karena keduanya memiliki 
perbedaan yang prinsip, baik dari segi isi, penggunaan, serta kekuatan berlaku 
dan mengikatnya. 
Di Indonesia ada juga peraturan pemerintah yang berlaku sebagai 
peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, diantaranya adalah 
peraturan Menteri yang serig disebut sebagai Surat Keputusan (Keputusan 
Menteri). Selama ini masih dipersoalkan tentang kedudukan Keputusan Menteri 
yang secara eksplisit tidak tercantum sebagai jenis peraturan perundang-
undangan menurut TAP MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Tertib 
Hukum. Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
ditetapkan 5 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak 
dicantumkan peraturan Menteri didalamnya. Namun dalam Pasal 7 ayat (4) 
dinyatakan: ‚Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempuyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi‛. 
Penjelasan ayat (4) menyebutkan secara luas tentang jenis peraturan 
perundang-undangan, sehingga meliputi semua peraturan perundang-undangan 
baik itu keputusan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPRD, 
MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat 
yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-
undang, DPRD,Gubernur, Bupati Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
Dengan demikian, selain UUD, UU/Perpu, PP, Peraturan Presiden, 
dan Perda, terdapat banyak jenis peraturan perundang-undangan yang lain 
dengan kualifikasi sebagai berikut: 
1. Diakui keberadaannya. 
2. Mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
3. Dibentuk atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. 
4. Dibentuk oleh badan yang diberi kewenangan.42 
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D. Analisis Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012 
Ramadhan atau Syawal merupakan bulan Hijriyah yang istimewa bagi 
Umat Islam termasuk pula di Indonesia, pada bulan Ramadhan umat Islam 
diwajibkan puasa dan bulan Syawal sebagai tanda kewajiban berakhirnya puasa 
dan berhari raya, namun kebanyakan awam tidak tahu kapan datangnya awal 
bulan Hijriyah ini. Dari sini perlu ada informasi yang resmi dan ketetapan yang 
tepat untuk kepentingan dan kenyamanan umat Islam dalam melaksanakan 
ibadah puasa. 
Akibat metode dan sistem yang digunakan dalam penentuan tanggal 1 
Ramadhan atau Syawal ini berbeda-beda, maka terjadilah polemik perbedaan 
waktu puasa atau hari raya antara umat Islam di Indonesia. Perbedaan yang 
terjadi tidak jarang menimbulkan kesenjangan sosial adalah antar masyarakat, 
khususnya Muhammadiyah dan NU, mengingat basis masa mereka yang cukup 
banyak dan ada latar belakang politis. Sehingga perlu adanya penengah dan 
penyatu yang bisa mengakomodir dari berbagai pendapat dan ketetapan yang 
berbeda-beda. 
Kementrian Agama yang selaku berwenang mengurusi masalah 
keagamaan turun tangan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang 
Penetapan Tanggal1 Syawal ini. Sebagai landasan dari Menteri Agama dalam 
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menetapkan awal bulan ini antara lain Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 
2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan tata Kerja Departemen. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa Departemen 
Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Selain itujuga ada Keputusan 
Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. 
Sebagai bentuk dari kewenangan Kementrian Agama menangani 
masalah penetapan awal Ramadhan dan Syawal maka dibentuklah badan 
otonom Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. 
Kewenangan penetapan awal Ramadhan dan Syawal dengan program 
peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat adalah merupakan 
bagian dari tugas pokok dan fungsi bidang Urusan Agama Islam (URAIS) 
Kementerian Agama. 
Tugas pokok dan fungsi Bidang Urusan Agama Islam (URAIS) 
berdasarkan Keputusan Menteri Agama antara lain: 
1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan perlindungan 
terhadapan masyarakat Islam dalam menjalankan agamanya. 
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2. Mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan Keluarga Sakinah dan 
kehidupan beragama. 
3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam 
mengkonsumsi Produk Halal. 
4. Peningkatan pemberian bantuan rehabilitas tempat ibadah dan 
pengembangan perpustakaan tempat peribadatan, serifikat tanah wakaf 
dan bantuan kitab Suci dan lektur keagamaan. 
5. Peningkatan dan fungsi peran tempat ibadah dan sebagai pusat 
pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk 
pengembangan perpustakaan. 
6. Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana 
dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan Sumpah keagamaan. 
Pada poin 6 tugas pokok dan fungsi bidang URAIS Kementrian 
Agama ini menyebutkan adanya peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis 
hisab rukyat dalam rangka menentukan awal bulan Hijriyah. Adapun dalam 
prakteknya Kementrian Agama bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam 
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merukyah hilal sebagai acuan utama penetapan awal bulan Ramadhan dan 
Syawal.
43
 
Dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 99 Tahun 2012 tentang 
Penentapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H menetapkan tanggal 1 Ramadhan 
1433 H jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012.
44
 Namun berbeda dengan 
Maklumat Muhammadiyah No. 01/MLM/I.0/E/2012 tentang Penetapan Hasil 
Hisab Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1433 H menetapkan 1 Ramadhan 
1433 H jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012. 
Kementrian Agama saat itu sangat menyayangkan sikap Pengurus 
Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengumumkan lebih dahulu penetapan 1 
Ramadhan 1433 H. Pengumuman yang menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1433 
H yang jatuh pada 20 Juli 2012 itu dikhawatirkan dapat membuat masyarakat 
luas tidak nyaman. 
Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan keputusan penetapan, 
banyak diantara masyarakat yang tidak mengikuti pemerintah, atau dengan kata 
masyarakat tersebut melaksanakan 1 Ramadhan berbeda dengan hari dan 
tanggal yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan 
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 KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002 yang disempurnakan 
dengan KMA No. 420 Tahun 2004 
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 https://hkln.kemenag.go.id, diakses 10 April 2019 
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metode penetapan, ada yang menggunakan metode hisab ada yang 
menggunakan metode rukyat atau metode-metode lain sesuai yang diyakininya. 
Pada tahun berikutnya tepatnya 2013 sampai 2018 perbedaan itu 
tampaknya tidak terjadi. Namun itu bukan karena patuh terhadap keputusan 
pemerintah melainkan karena metode penetapan 1 Ramadhan dan Syawal 
hasilnya sama dengan keputusan pemerintah. 
Adanya pesamaan dan perbedaan dalam penetapan 1 Ramadhan dan 
1 Syawal terjadi karena metode penetapan 1 Ramadhan dan Syawal yang 
berbeda antara pemerintah dan ormas Islam di Indonesia. Seperti 
imkanurrukyah yang dimunculkan oleh pemerintah, hisab wujudul hilal oleh 
Muhammadiyah, dan rukyah yang dipresentasikan oleh organisasi 
kemasyarakatan Islam Nahdatul Ulama (NU). 
Namun perlu untuk dijelaskan bahwa perbedaan ini terjadi bukan 
dikarenakan adanya keegoan sepihak dari ormas Islam diatas, tetapi lebih 
diibaratkan kepada hasil penelitian mereka terhadap hadis Rasulullah seputar 
Ramadhan dan juga melihat sisi kontemporernya.
45
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 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah ‚Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam 
Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha‛, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 15 
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Adapun yang menjadi dasar hukum keputusan Menteri Agama dalam 
penetapan awal Ramadhan dan Syawal sebagai berikut: 
1. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama RI. 
2. KMA No. 1 Tahun 2001 dan KMA No. 373 Tahun 2002 yang 
disempurnakan dengan KMA No. 420 Tahun 2004, bahwa Kementrian 
Agama juga mempunyai tugas pengembangan sistem informasi 
keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab 
rukyat. 
3. Berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama: 
Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, 
dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi 
Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. 
Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 49 dan 51. Pengadilan dapat diserahi tugas dan 
kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 
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4. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang Peradilan 
Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian 
rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. 
5. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1949 Tentang peradilan 
Agama, selama ini pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama 
untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang 
telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal 
bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka 
Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk 
penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama 
dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan 
penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. 
6. Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA1095/X/2006 : Menetapkan, 
memberi izin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal 
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kepada Mahkamah Syar’iyah sewilayah hukum Provinsi NAD dan 
Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
46
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 Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman dan 
Tatacara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal (www.badanperadilanagama.net), diakses 18 
Desember 2018 
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BAB III 
KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI TENTANG 
PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL 
 
 
A. Otoritas Menteri Agama dalam Penetapan 1 Ramadhan dan 1 
Syawal Perspektif Yuridis Formal 
Kewenangan pemerintah dalam hal-hal terhadapmasalah politik dan 
keduniaan sudah tentu menjadi otoritasnya. Seperti masalah ketenagakerjaan, 
sumber daya alam, riset dan teknomorlogi, pertahanan dan keamanan, 
hubungan luar negeri atau dalam hal pelaksanaan peradilan seperti masalah 
perdata dan pidana adalah mutlak urusan dan kewenangan pemerintah. 
Namun ketika masuk pada wilayah agama, apalagi soal ubudiyah maka sudah 
tentu menjadi sebuah persoalan. 
Sebelum lebih jauh membahas apakah penetapan 1 Ramadhan dan 1 
Syawal itu menjadi bagian dari otoritas pemerintah atau tidak, perlu ditelusuri 
asal mulanya kewenangan pemerintah untuk mengatur sehingga segala 
instruksinya wajib ditaati oleh rakyat. 
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Negara kesatuan Indonesia ini mempunyai pedoman dasar yang 
merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia dan dijalankan bersama. 
Kesepakatan itu adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Untuk menjalankan 
UUD itu kemudian muncul Undang-Undang (UU), Peraturan Pengganti 
Undang-undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden 
(Kepres), Keputusan Menteri (Kepmen), dan lain sebagainya. 
Ketika masyarakat sudah memutuskan untuk mengangkat ulil amri 
dan menyerahkan segala urusan pada pemimpin maka ia wajib menjalankan 
undang-undang, peraturan-peraturan dari pemimpin tersebut, kecuali jika 
undang-undang, peraturan-peraturan dan instruksi tersebut bertentangan 
dengan syara’. 
Dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal oleh pemerintah 
berawal dari UUD 1945 Pasal 17 ayat 1 – 4 menjelaskan tentang fungsi dan 
kedudukan Menteri, kemudian diperinci dan diperjelas dengan UU No. 39 
Tahun 2008, kemudian Kepres No. 102 Tahun 2001, Keputusan Menteri 
Agama No. 81 Tahun 2008, Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001, dan 
Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan 
Keputusan Menteri Agama No. 420 Tahun 2004, sehingga kemudian lahirlah 
Keputusan Menteri Agama tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan 
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Syawal tersebut. Seperti Keputusan Menteri Agama No. 99 Tahun 2012 
Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H. Keputusan Menteri Agama 
No. 130 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal H, dan Keputusan 
Menteri Agama No. 206 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal H. 
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan 
tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan 
tertentu di bidang pemerintahan.
47
 Urusan Pemerintah yang ruang lingkupnya 
disebutkan dalam UUD 1945 adalah masalah agama, maka dibentuklah 
Kementerian Agama.
48
 
Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi 
Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden.
49
 Seperti pada urusan agama, 
berdasarkan Kepres No. 102 Tahun 2001 Kementerian Agama mempunyai 
tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas dibidang 
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 UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 4 – 5 
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 UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 11 
51 
 
 
 
keagamaan. Salah satu tugasnya adalah pernerapan sistem informasi nasional 
dibidangnya dan penetapan hari libur nasional dibidang keagamaan.
50
 
Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan informasi ini maka 
dibentuklah salah satu bidang dalam Kementerian Agama yaitu Urusan Agama 
Islam (URAIS) yang salah satu bidang tugasnya adalah pengembangan sistem 
informasi serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab rukyat dan 
sumpah keagamaan.
51
 
Dalam melaksanakan tugas rukyat Kementerian Agama bekerjasama 
dengan Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat 
kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
52
 
Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan 
(itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal 
bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal 
tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara 
nasional untuk penetapan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal.
53
 Hal ini 
juga didukung oleh KMA1095/X/2006 yang memberi izin sidang itsbat kesaksian 
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 UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 52 A 
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 Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 52 A 
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rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syari’iyyah sewilayah 
hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
54
 
Setelah melalui proses rukyah oleh Pengadilan Agama di masing-
masing daerah yang ditentukan, kemudian dilaksanakan sidang Itsbat Nasional 
Departemen Agama RI di Jakarta. Sidang dilakukan Kementerian Agama 
bersama organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam seperti Muhammadiyah, 
Persis, NU, Al Irsyad, dan sejumlah Duta Besar negara-negara muslim.
55
 Dari 
sidang ini Kementerian Agama akhirnya mengeluarkan keputusan resmi tentang 
awal bulan Ramadhan atau Syawal ini. Seperti KMA No. 99 Tahun 2012 Tentang 
Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1433 H, KMA No. 343 Tahun 2016 Tentang 
Penetapan Tanggal 1 Syawal 1437 H, dan yang terbaru KMA No. 289 Tahun 2018 
Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 1439 H. 
Secara sederhana urutan dasar kewenangan Menteri Agama dalam 
menetapkan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal sebagai berikut: 
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Dari sini bisa dilihat bahwa keputusan Menteri Agama RI tentang 
penetapan awal bulan Ramadhan atau Syawal ini mempunyai dasar yang kuat. 
Mulai dari Keputusan Menteri, Keputusan Presiden, Undang-Undang sampai ke 
Konstitusi UUD 1945. Sehingga kekuatan hukum keputusan ini bersifat 
mengikat, dan rakyat wajib mentaatinya. 
 
B. Otoritas Menteri Agama dalam Penetapan Tanggal 1 Ramadhan 
dan 1 Syawal Perspektif Normatif Fiqhiyah 
Kementerian Agama merupakan lembaga eksekutif yang dalam fiqh 
siyasah dikenal dengan istilah Siyasah Tanfidziyyah, termasuk didalamnya 
persoalan imamah, persoalan bai’ah (peraturan mematuhi dan mentaati imam), 
wuzarah (Kementerian dan Departemen), waliyyul ‘ahdi (janji penyerahan 
UUD 1945 
UU No. 39 Tahun 2008 
Kepres No. 102 Tahun 2001 
KMA No. 1 Tahun 2001 
KMA No. 10 Tahun 2006 
Penetapan Tanggal1 Ramadhan dan 1 Syawal 
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kekuasaan imam yang sebelumnya), dan lain-lain. Lembaga eksekutif (Siyasah 
Tanfidziyyah) ini adalah bagian dari tiga lembaga lain yang saling berhubungan 
yaitu, Siyasah Tasyriyyah, sebagai representasi dari legislatif dan Siyasah 
Qada’iyyah yang berwenang dalam urusan yudikatif atau kehakiman. Tiga 
lembaga negara ini masuk dalam kategori siyasah dusturiyyah atau sebagai 
kewenangan dasar atau konstitusi sebuah pemerintahan. 
Dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia keputusan 
dan kewenangan berada di Kementerian Agama, keputusan Peradilan Agama 
hanya sebagai bahan pertimbangan saja bagi Menteri Agama untuk melakukan 
sidang isbat nasional, namun dalam fiqh siyasah tidak disebutkan secara jelas 
apakan kewenangan penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ini termasuk 
wilayah kekuasaan Siyasah Tanfidziyyah (Eksekutif) ataukah Siyasah 
Qada’iyyah (Yudikatif). Akan tetapi jika dilihat dari redaksi yang mengatakan 
adanya kesaksian dari dua orang yang memenuhi syarat didepan hakim, maka 
kewenangan ini ada pada Qada’iyyah (Yudikatif). Namun ini tidaklah menjadi 
persoalan, pada intinya eksekutif maupun yudikatif dalam hal ini punya 
wewenang untuk mengeluarkan keputusan terkait penetapan bulan Ramadhan 
dan Syawal. 
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Proses penetapan oleh Kementerian Agama sebagaimana diatas 
sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. beliau 
sebagai pemimpin tertinggi waktu itu menetapkan awal Ramadhan atau Syawal 
setelah mendengarkan kesaksian dari para sahabat dan memerintahkan umat 
Islam untuk berpuasa, dalam sebuah hadis disebutkan: 
  َ ْيْ  ِبِ َ ُنِْبر َب ُْيَْب اَنيْ لَّ  َ . يُّي ِ ْ ََلا ٍر ِْب ُنْب  ُلَّ َ ُ اَنيْ لَّ  َ . ُنْب ِللها ُ ْيْ ُع اَنيْ لَّ  َ
 َ َق ُوْنَع ُللها  َِضَر  ََريْيَرُى ْ َِا ْنَع  َِرْع َْا ِنَع ،ِاَانِّللا ِبِ َ ْنَع َر َُع : َر ََ 
 َ  َيْف ، ََلَِْاا  َلَّ  َ َ ِو ْ ََع ُللها    َ ِللها  ُ ْ َُر :( ا َ ِ َ ،ُا ُْصَف ُه ْ ُ ُيَْيَار ا َ ِ
 َ ْ  َِلَ َ ا ْ يُّ  ُيْف  ْ ُ ْ ََع َي ِ ُْا ْإ َِف ،ا ُْ َِْف َف ُه ْ ُ ُيَْي َر)( .   م ها ر)56  
 
‚Telah diberitakan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Telah diberitakan 
Muhammad ibn Bisyrin ‘Abdiyyu. Telah diberitakan ‘Ubaidullah ibn Umar dari 
Abi Zinaadi, dari A’raj, Abi Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW 
menuturkan hilal (Bulan awal tanggal) lalu bersabda: Apabila kamu melihat hilal 
maka berpuasalah, apabila kamu melihat hilal maka berbukalah dan apabila 
kamu melihat hilal tertutup olehmu maka hitunglah tiga puluh hari. (H.R. 
Muslim)‛.  
Dari hadist diatas Rasulullah SAW mengatakan ‘ra aitumuhu’ yang 
artinya melihat hilal. Dan menurut beberapa pendapat, melihat disini harus 
dengan mata telanjang tanpa menggunakan sebuah alat. Namun ada juga 
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 Al-Imam Abi Husaini Muslim Ibn Hajjaji, Shohih Muslim, (Kairo: Darul Hayaa Al-
Kitab Al-Arabiyah, 1236), Juz. II, h. 762 
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sebagian pendapat yang mengatakan bolehnya melihat bulan dengan 
menggunakan alat. Hal ini sering digunakan terutama oleh ahli bintang.
57
 
Untuk mengakhiri perbantahan hendaklah perkara yang di 
perbantahkan itu dikembalikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. 
Sudah tentu dalam mengembalikan sesuatu yang sedang diperbantahkan 
kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul itu haruslah mempunyai cara yang terkenal 
dengan qiyas. Sedangkan qiyas adalah ijtihad, ijtihad adalah alat untuk 
menggali hukum Islam.
58
 
Dalam hukum Islam kaidah fiqhiyah juga sangat diperlukan untuk 
mengidentifikasikan ilmu-ilmu syariah yang bersifat praktis yang terus 
berkembang dari masa kemasa. Terhadap kebijakan pemerintah kaidah 
fiqhiyah diperlukan sebagai bahan menetralisir segala perbedaan pendapat, 
khususnya dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal di Indonesia, agar 
keputusan tersebut dapat dilaksanakan secara bersama dan menghilangkan 
perbedaan pendapat. 
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 Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam  II, (Surabaya: Al-Ikhlas, 
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 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan (Masalah Perkawinan), (Jakarta: Firdaus, 
2003), h. 17 
 
57 
 
 
 
Berikut kaidah-kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah: 
اَملإْا ُ لَّرَصَت ِ َ َ ْ ْلِاب  ٌ ْيْنَم  ِلَّ ِع ُرلا  َ َع ُا59  
‚Tindakan seorang pemimpin terhadap yang dipimpin (rakyat) harus 
berdasarkan pada kemaslahatan‛. 
Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau 
kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin yang menyangkut dan mengenai 
hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan 
ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.
60
 
Terkait hal ini, Asjmuni A. Rahman juga menambahkan, kebijakan 
yang diambil oleh seorang pemimpin dalam menikapi persoalan yang 
berhubungan dengan rakyat tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam dan 
harus melihat sisi kemaslahatannya.
61
 
Contoh: Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal yang terkadang 
berbeda pelaksanaan dalam wilayah Indonesia, seringkali hal ini menimbulkan 
suatu polemik dimasyarakat. Jadi, agar tidak terjadi polemik yang 
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berkepanjangan, maka dibutuhkan peran pemerintah dalam menyikapi masalah 
ini. 
 َ َلَِاا ُعَفْريْي َ ٌاا َِْل   ِ َِاْاا  ُ ْ ُ62 
‚Keputusan pemerintah bersifat mengikat (tetap) dan menghilangkan 
perbedaan‛. 
Perbedaan dalam berpendapat pada wacana fiqh merupakan suatu 
hal yang lumrah, tetapi apabila perbedaan itu dapat menimbulkan perpecahan, 
maka menurut kaidah ini hakim (pemerintah) dapat melakukan intervensi 
(apabila diperlukan) untuk mengatasi perbedaan tersebut.
63
 
Tegasnya fiqh menghendaki campur tangan pemerintah dalam hal-hal 
menyangkut pesoalan kemasyarakatan dengan tujuan untuk penyeragaman 
dalam amaliah.
64
 
Adapun contoh pada masalah ini dapat merujuk pada kaidah 
sebelumnya karena kedua kaidah berhubungan dengan kebijakan hakim 
(pemerintah). 
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 ٌ َ لَّ َ ُ  َُاا َْلا65  
‚Sesuatu yang menjadi kebiasaan dapat dijadikan hukum‛. 
Adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia sehingga hal itu 
menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa 
perkataan atau perbuatan.
66
 
Contoh: kebiasaan yang dilakukan Rasulullah dan para Khulafa ar-
Rasyidin dalam menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal ialah dengan cara 
rukyah ataumenyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Dan kebiasaan 
ini dapat diikuti oleh masyarakat. 
 ُ ا َُي ُرَرلَّللا67  
‚Kemudharatan harus dihilangkan‛. 
Menurut kaidah ini, bahwasanya syariat Islam menyuruh umat 
manusia untuk menjauhkan diri dari kemudharatan, baik perorangan maupun 
masyarakat gunamenghindari dari sifat yang merugikan.
68
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Contoh: Ada dua orang yang melakukan hari raya yang berbeda 
harinya, salah satu pihak memilih dengan jalan hisab dan satunya mengikuti 
kepada himbauan pemerintah, lantas terjadi pertentangan yang menyebabkan 
mereka menjadi kurang rukun. Sedangkan apabila mereka memilih jalan untuk 
ikut kepada himbauan pemerintah, maka kemungkinan besar hal itu tidak akan 
terjadi. Maka mengambil jalan untuk mengikuti kepada pemerintah adalah 
diharuskan. 
 ِكلَّشلِاب  ُا َُي َلَّ ُ ْ ِ ََْلا69  
‚Keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan‛. 
Maksud dari kaidah ini adalah seseorang dapat dikatakan telah 
meyakini terhadap perkara manakala perkara itu telah ada bukti atau 
keterangan yang ditetapkan oleh dalil.
70
 Jadi apabila seseorang telah meyakini 
terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat ذdihilangkan 
dengan keragu-raguan (hal-hal yang masih ragu-ragu). 
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Contoh: Dalam pengamatan hilal, apabila seseorang pengamat 
tersebut yakin bahwa ia telah melihat hilal, tetapi ada keraguannya bahwa hilal 
belum ada, maka yang diambil ialah keyakinan mana yang menguatkan ia pada 
hal itu. 
 َ َلَِْاا  ُاَعاَرُم71  
‚Menghindari perselisihan‛. 
Contoh: Adapun contoh dari kaidah ini dapat merujuk kepada kaidah 
sebelumnya, yaitu   ُ َالُيْي ُرَرلَّللا  
Maksud dari kaidah ini ialah agar menghindari segala hal yang dapat 
menimbulkan perselisihan, dan diharuskan mencari jalan keluar agar jangan 
sampai melibatkan diri pada masalah Khilafiyah. Karena mencari jalan keluar 
dari perselisihan adalah jalan yang sangat baik dan bijak. 
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BAB IV 
STATUS HUKUM MENTAATI PUTUSAN PEMERINTAH DALAM 
PENETAPAN 1 (SATU) RAMADHAN DAN 1 (SATU) SYAWAL 
 
A. Kedudukan Putusan Pemerintah dalam Penetapan 1 Ramadhan 
dan 1 Syawal 
Dibentuknya suatu negara merupakan salah satu upaya untuk 
menciptakan ketertiban, perdamaian dan kebersamaan.
72
 Didalam sebuah 
negara kedudukan pemerintah urgent, idealnya pemerintah merupakan ulil amri 
yang harus dipatuhi dan ditaati segala kebijakannya. 
Pada masa Nabi Muhammad SAW kedudukan Nabi tidak hanya 
sebagai pemimpin agama, tetapi Nabi juga sebagai pemimpin negara (kepala 
negara). Menurut sebagian pendapat, awal mulanya umat Islam mendirikan 
sebuah negara yaitu bersamaan dengan hijrahnya Nabi dari Makkah menuju 
Yathrib (kini kota tersebut adalah Madinah). Dan setelah sekitar dua tahun Nabi 
menetap di Madinah, dibentuklah suatu peraturan atau perundang-undangan 
yang saat ini kita kenal dengan Piagam Madinah. Salah satu tujuan dibentuknya 
Piagam Madinah adalah upaya untuk mengatur kehidupan dan hubungan antar 
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komunitas, baik pemimpin negara dengan rakyatnya, rakyat dengan rakyat dan 
rakyat Muslim dengan kaum Yahudi. 
Beranjak dari histori kepemimpinan umat Islam, kalau kita telaah, 
sesungguhnya Nabi memberikan suatu contoh rujukan bagaimana cara 
menciptakan good goverment. Nabi tidak hanya memberikan contoh yang baik 
terhadap seorang kepala negara, tetapi Nabi juga menyuruh agar rakyat disuatu 
negara harus mentaati peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan 
sebagai upaya untuk menciptakan kebersamaan dalam bermasyarakat. 
Mengharuskan warga negara atau rakyat taat kepada pemimpin juga 
disebut dalam sejarah kepemimpinan khalifa Saidina Umar r.a., beliau 
mengataka „ikutilah saya selagi saya memerintah dijalan Allah dan mengikuti 
sunah Rasulullah, dan perbaikilah saya seandainya berbuat jelek‟.73 
Bahkan keharusan untuk taat kepada pemimpin juga diterangkan 
dalam al-Qur‟an: 
Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 59 
                         
... 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulilamri diantara kamu...
74 
Kalau kita sedikit mengamati tentang makna yang terkandung dalam 
ayat diatas, maka sangat jelas ada keharusan untuk mentaati segala perintah 
Allah dan Rasul-Nya. Adapun taat kepada Allah dan Rasul disini melingkupi 
segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan 
tetapi lain halnya dalam taat kepada ulil amri atau pemerintah. Diharuskan taat 
kepada ulil amri tidak menyuruh untuk berbuat hal yang dilarang oleh syari‟at 
ataupun maksiat kepada Allah. 
Namun semua itu akan nihil hasilnya apabila kedudukan sebagai 
pemerintah hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, baik 
pribadi maupun kelompok, dan sudah tidak ada lagi jaminan untuk 
menciptakan suatu kerukunan yang mengglobal. 
Seperti yang dikatakan Ibnu Abi Rabi‟, bahwa salah satu tujuan 
pembentukan negara adalah untuk melengkapi kehidupan yang memberikan 
kebahagiaan, menjamin kerukunan dan keserasian antar hubungan masyarakat 
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dan untuk menjamin pelaksanaan peraturan-peraturan agar tercipta kehidupan 
yang sejahtera.
75 
Taat kepada putusan pemerintah tidak hanya sebatas masalah 
muamalah saja, tetapi masalah ibadah, dalam hal ini penentuan tanggal 1 
Ramadhan dan 1 Syawal juga memaksa umat Islam untuk selalu bermazhab 
kepada pemerintah. Penyatuan kepada mazhab pemerintah bukan berarti 
mempersempit ruang berpikir umat Islam. Tetapi adalah upaya menciptakan 
ukhuwah Islamiyah sangat lebih penting dari pada selalu beradu ijtihad dan 
menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam hidup bernegara.
76
 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil kesimpulan 
agar dalam penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal berpedoman 
kepada pendapat jumhur, sesuai dengan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004: 
‚Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI 
tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah‛.77 
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Dari keputusan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI tersebut, jelas 
bahwa penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan dan hari raya Idul Fitri di 
Indonesia harus berdasarkan keputusan pemerintah, yang lebih 
mengedepankan sifat kebersamaan demi kemaslahatan. 
Pada dasarnya, pemerintah dalam mengambil keputusan penetapan 1 
Ramadhan dan 1 Syawal telah menginginkan suatu hasil yang dapat 
dilaksanakan secara bersamaan. Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat 
memaksakan kepada umat Islam di Indonesia untuk mengikuti keputusan 
tersebut. 
Adapun yang menjadi penyebabnya adalah, pertama, keputusan 
pemerintah hanya bersifat sebagai penawar atas hasil-hasil yang di peroleh dari 
berbagai macam mazhab atau aliran yang berkembang di Indonesia pada 
pelaksanaan sidang itsbat. Kedua, kalau dipaksakan mengikuti kepada 
pemerintah, hal ini akan berlawanan dengan Undang-undang Dasar 1945 BAB 
XI tentang Agama Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: ‚Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu‛.78 
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Undang-undang ini dijadikan oleh sebagian kelompok sebagai acuan 
untuk memegang teguh terhadap ajaran dan keyakinannya dalam beribadah. 
Jadi selagi Undang-undang Dasar 1945 tersebut tidak dapat untuk dijelaskan 
secara rinci, maka jalan inilah yang digunakan oleh sebagian kelompok tersebut 
dalam mempertahankan prinsipnya masing-masing. 
Ketiga, belum adanya seperangkat Undang-undang, Kepres, Peraturan 
Pemerintah atau Inpres yang mengatur secara khusus tentang metode 
penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Keempat, tidak digunakan kaidah-
kaidah fiqhiyyah sebagai bahan acuan dalam menetapkan hukum, khususnya 
dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. 
 
B. Status Hukum Mentaati Putusan Pemerintah  
Masalah penetapan awal Ramadhan didentifikasi karena adanya 
perbedaan metode (cara) ataupun perbedaan ijtihad dalil yang berbeda dari 
para fuqoha dari jaman dahulu hingga sekarang. Permasalahan penetapan awal 
Ramadhan termasuk masalah fiqh atau ijtihadi karena konteksnya yang 
dibidang ibadah (amaliyah), sehingga banyak terjadi perbedaan. Dan 
identifikasi lanjutan masalah penetapan awal Ramadhan ini ditemukan bahwa 
bukan termasuk dalam golongan ushul melainkan produk dari masalah furu’ 
68 
 
 
 
sehingga permasalahan tersebut menerima ijtihad baru ataupun tajdid dan 
setiap orang mempunyai kebebasan untuk berijtihad sesuai dengan kemampua 
masing-masing. 
Namun, jika kita merujuk pada Al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 59 yang 
dijelaskan bahwa selain taat kepada Allah dan Rasul kita umat manusia 
diperintahkan pula untuk taat kepada ulil amri (pemerintah). Menurut Yusuf 
Qardhawi, ketika sebuah permasalahan telah diadopsi oleh pemerintah maka 
rakyat harus mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh ulil amri 
(pemerintah). Karena wajib hukumnya untuk mengikuti pada ulil amri. Dan 
selama kebijakan pemerintah masih sejalan dengan syari‟at dan tidak menyuruh 
kepada kemaksiatan, maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk tidak mematuhi 
perintah tersebut.
79
 
Dalam hal berselisih penetapan dengan pemerintah, ketika seorang 
telah meyakini kebenaran awal Ramadhan tersebut, para ulama terdahulu 
berselisih pendapat sebagai berikut: pertama, seorang tersebut boleh berpuasa 
bila melihat hilal bulan Ramadhan dan berbuka apabila melihat hilal bulan 
Syawal dan melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak kelihatan 
                                                             
79
 Yusuf Qhardawi, ‚Al-Siyasat Al-Syari’ah‛, diterjemahkan oleh Khatur Suhardi, 
‚Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam‛, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999), h. 50 
69 
 
 
 
menyelisih kaum muslim yang lain. Maksud dari perintah untuk berbuka secara 
sembunyi-sembunyi agar tidak menimbulkan perpecahan diantara umat Islam. 
Pendapat ini dipegang oleh mazhab Imam Syafi‟i, mereka berdasarkan pada 
hadis yang secara mtlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan 
melihat hilal (sumu li al-rukyatihi wa al-afthirulial-rukyatihi). Hal ini sebgaimana 
dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu‟ Syarah Muhazzab.80 
Kedua, seorang tersebut berpuasa jika melihat hilal Ramadhan, 
namun berbuka dan berhari raya makafia mengikuti bersama umat Islam 
lainnya. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Malik dan yang Mashur dari 
mazhab Imam Ahmad.
81
 
Ketiga, seorang tersebut tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib 
baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini 
merupakan pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.
82
 
Dari ketiga pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa tujuan dari 
ketiga pendapat tersebut salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan 
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yakni terciptanya persatuan dan kesatuan internal umat Islam. Dapat dilihat dari 
pendapat Imam Syafi‟i yang memperbolehkan untuk berpuasa dan berbuka 
menyelisihi khalayak ramai atau masyarakat. Akan tetapi harus sembunyi-
sembunyi agar tidak terlihat menyelisih umat Islam yang lain. Abu Hanifah dan 
Imam Malik, memperboleh untuk berpuasa terlebih dahulu, akan tetapi ketika 
berbuka atau lebaran ia harus mengikuti umat Islam yang lainnya. Bagitu juga 
Ibnu Taimiyah yang mewajibkan untuk mengikuti umat Muslim lainnya dan 
tidak memperbolehkan untuk berbuka ataupun berpuasa sendirian. Ini tidak 
hanya untuk menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan umat Islam. 
Sehingga penulis berkesimpulan tujuan dari ketiga qaul tersebut adalah untuk 
menciptakan persatuan dan kesatuan umat, dan menghindari perpecahan 
dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. 
Melihat realita di negara Indonesia, bahwa terkadang ormas-ormas 
Islam pernah berselisih (berbeda pendapat) dengan pemerintah ataupun sesama 
ormas Islam yang lain dalam menentukan awal bulan Ramadhan. 
Sesungguhnya, ketika melihat substansi dan tujuan dari qaul diatas, pada 
zaman dahulu ormas-ormas Islam nampak tidak menonjolkan keegoisannya 
dalam persoalan penetapan awal Ramadhan, mereka lebih mengedepankan 
persatuan dan kesatuan umat. Mengacu kepada realita di Indonesia, ketika ada 
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ormas Islam yang berbeda penetapan awal Ramadhan dengan pemerintah, 
menurut mazhab Imam Syafi‟i diperbolehkan. Namun dengan catatan, ketika 
berpuasa dan berbuka harus sembunyi-sembunyi demi menjaga persatuan 
umat. 
Namun pada zaman modren ini, dengan perkembangan teknologi 
yang canggih, dapat dipastikan kabar tentang perbedaan awal Ramadhan dapat 
tersebar dengan cepat. Maka hal yang sesungguhnya harus dirahasiakan dapat 
tersebar dengan cepat. Untuk menghindari hal demikian, hendaknya setiap 
ormas Islam tidak mendahului penetapan pemerintah dalam menetapkan 1 
(satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. 
Melihat pembahasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa tetap saja 
pemerintah mempunyai kekuatan dan otoritas dalam penetapan (itsbat) awal 
Ramadhan. Adapun ormas Islam, organisasi ataupun perorangan hanya sekedar 
ikhbar tentang awal Ramadhan. Keputusan pemerintah tersebut, mengikat 
kepada mereka (masyarakat) yang tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas 
dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Maka mereka wajib untuk 
mengikuti pendapat pemerintah (Kementrian Agama). Disatu sisi, ada hak 
ikhbar bagi organisasi ataupun ormas-ormas Islam yang mempunyai 
kemampuan ijtihad dan seperangkatnya untuk melakukan observasi atau 
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pengamatan awal Ramadhan dan Syawal. Namun sekali-kali tidak boleh 
mendahului dari itsbat pemerintah yang pada hakikatnya mempunyai otoritas 
untuk hal tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah berhasil dihimpun oleh penulis 
dalam judul skripsi “Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan 1 (Satu) 
Ramadhan dan 1 (Satu) Syawal di Indonesia (Analisis Keputusan Menteri 
Agama)”, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Kebijakan pemerintah dalam hal ini keputusan Menteri Agama 
diperlukan sebagai bahan untuk menginstimbatkan hukum Islam guna 
menetralisir segala perbedaan pendapat, khususnya dalam menetapkan 1 
Ramadhan dan 1 syawal di Indonesia, agar keputusan tersebut dapat 
dilaksanakan secara bersama dan menghilangkan perbedaan pendapat 
sehingga dapat menciptakan satu ukhuwah yang lebih kokoh lagi dalam 
beramaliyah. 
Keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Ramadhan atau 1 
Syawal ini mempunyai dasar yang kuat, urutan mulaidari Keputusan Menteri, 
Keputusan Presiden, Undang-Undang, sampai UUD 1945 sehingga keputusan 
tentang penetapan 1 Ramadhan atau 1 Syawal ini bersifat umum dan mengikat. 
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Keputusan pemerintah ini merupakan ketetapan yang sebagaimana disebutkan 
dalam kaidah hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf. Segala perbedaan 
masyarakat ataupun ormas-ormas tertentu seputas tanggal 1 Ramadhan dan 1 
Syawal dihilangkan dengan adanya ketetapan dari pemerintah. Maka tentu 
disini berlaku QS. An-Nisa ayat 59 yang menyatakan kewajiban untuk taat pada 
ulil amri. 
Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah di bidang 
ijtihadiah, maka wajar terjadi perbedaan pendapat. Namun ketika 
permasalahan tersebut telah diadopsi dan ditetapkan oleh pemerintah maka 
harus tetap mengikuti pemerintah. Karena pemerintah mempunyai otoritas 
dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal. Organisai-organisasi di luar 
pemerintah hanya sekedar mempunyai ikhbar, meskipun demikian hendaknya 
organisasi tersebut tidak boleh mendahului penetapan pemerintah. Kemudian, 
bagi umat muslim yang tidak mempunyai kemampuan berijtihad wajib 
mengikuti kepada pemerintah dalam penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. 
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B. Saran-saran 
1. Semua pihak dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk ikut 
kebijakan pemerintah. 
2. Bagi masyarakat sekiranya dapat menunggu hasil sidang itsbat yang 
dibentuk oleh Departemen Agama, guna menciptakan suatu ukhuwah 
yang lebih kokoh dan tidak mengedepankan keinginan sepihak. 
3. Dalam sidang itsbat, hasil keputusan pemerintah untuk kedepannya 
agar tidak hanya sebagai penawar atas hasil yang ditetapkan dalam 
rapat tersebut, tetapi juga menunjuk satu hasil yang harus diikuti dan 
agar dapat membuat suatu produk Undang-undang tentang 
pelaksanaan Ramadhan dan hari raya. 
4. Mensosialisasikan kedaerah-daerah tentang hisab dan rukyat, seperti 
melalui khatib-khatib Jumat, kultum-kultum, dll. 
5. Ada baiknya pemerintah membatasi media agar tidak memperkeruh 
suasana dengan menyebarkan berita terkait perbedaan awal Ramadhan 
dan hari raya. Hal ini dapat memberi ketertiban keamanan dan 
kedamaian sosial masyarakat Indonesia.  
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